BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.356, 2010 KEMENTERIAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK. Organisasi. TataKerja.
Kementerian.

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2010
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAY AAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia tentang Organisass dan Tata Kerja
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara;

2. Peraturan Pressden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 - 2014;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.356 2

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungs Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs Eselon |
Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara
Kabinet Indonesia Bersatu 1;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS

Pasal 1

(1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin
oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 2

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyel enggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungs :

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

b. koordinas dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
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Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB I
SUSUNAN ORGANISAS
Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak terdiri atas:

(1)

(2)

Sekretariat Kementerian;
Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;

Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosia dan
Hukum;

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan;

Deputi Bidang Perlindungan Anak;

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;

Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan;

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sistem Informasi Mang emen;,

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;

Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan;

Staf Ahli Bidang Agama; dan

|nspektorat.
BAB |11

SEKRETARIAT KEMENTERIAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Dan Fungs

Pasal 5

Sekretariat Kementerian adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.
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Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinas
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administras kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris
Kementerian menyelenggarakan fungs :

a

b.

koordinasi kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
pembinaan dan pemberian dukungan administrass yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan
dokumentas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
pembinaan dan penyelenggaraan organisas dan tata laksana, kerjasama,
dan hubungan masyarakat;
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan
hukum;
penyelengaraan pengel olaan barang milik/kekayaan negara; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

a

b.

C.

Biro Perencanaan;
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
Biro Umum.
Bagian Ketiga
Biro Perencanaan
Pasal 9

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai
tugas melaksanakan koordinass dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran, dan kerjasama, organisasi dan tata laksana, serta monitoring, evaluas
dan pelaporan.


http://www.djpp.depkumham.go.id

5 2010, No.356

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagamana dimaksud dalam Pasal 9, Biro
Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiagpan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
kementerian;

pengelolaan administras kerjasama;
penyusunan penataan organisas dan tata laksana; dan
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kementerian.
Pasal 11
Biro Perencanaan terdiri atas:
a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Bagian Kerjasama Antar Lembaga;
c. Bagian Organisas dan Tata Laksana; dan
d. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelgporan.
Pasal 12

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a mempunya tugas melaksanakan penyigpan koordinasi dan
penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian
Penyusunan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta
kegiatan bantuan luar negeri; dan

b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana anggaran dan bantuan luar
negeri.
Pasal 14
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran terdiri atas:
a.  Subbagian Penyusunan Program; dan
b. Subbagian Penyusunan Anggaran.
Pasal 15

(1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
rencana, program dan kegiatan serta kegiatan bantuan luar negeri.
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